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 Sekretaris Jenderal 
MataHukum, Mukhsin Nasir, 
mendesak Kejaksaan Agung 
(Kejagung) untuk memer-
iksa Menteri Perdagangan Budi 
Santoso terkait dugaan skandal 
impor baja non-SNI senilai 

Rp23,7 miliar. Namun, pihak 
Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) justru mempertan-
yakan motif di balik pengangka-
tan kembali isu tersebut.

Desakan Pemeriksaan Mendag
Mukhsin menilai penyitaan 1,2 

juta kilogram baja lembaran lapis 
seng (BJLS) oleh Kemendag pada 
akhir 2024 bukan sekadar pelang-

garan administratif 
biasa. Ia mencium 
adanya potensi 
kolusi dan korupsi 
di balik masuknya 
produk ilegal terse-
but.

Kejagung Ajukan Banding 
atas Vonis Sembilan 
Terdakwa Korupsi Tata 
Kelola Minyak
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Kejaksaan Agung mengajukan 
banding atas vonis sembilan 
terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi tata kelola minyak men-
tah dan produk kilang periode 
2018–2023 yang dijatuhkan 
majelis hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rachel Amanda Akhirnya 
Ambil Ijazah M.Sc di 
University of Amsterdam
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Aktris Rachel Amanda akh-
irnya memamerkan momen 
bahagianya saat memegang 
ijazah Master of Science (M.Sc) 
dari University of Amsterdam. 
Momen tersebut terjadi dua 
tahun setelah ia resmi menyele-
saikan studinya pada 2024 lalu.

Penundaan pengambilan 
ijazah itu bukan tanpa alasan. 
Kesibukan Rachel di dunia 
hiburan membuatnya sulit 

meluangkan waktu untuk 
kembali ke Belanda. 

Jadwal syuting 
yang padat 

membuat-
nya harus 
menunda 

kehadiran 
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Soroti Potensi Perang Amerika Serikat- 
Iran, SBY Singgung Soal Negoisasi Nuklir
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Mantan Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono kembali 
membuat statmen melalui ung-
gahan  esai tentang potensi 
perang besar antara Amerika 
Serikat dengan Iran di akun 
media sosial X, Jumat malam, 
27 Februari 2026

Esai berjudul Hari-hari yang 
Menentukan Sejarah Amerika 
dan Iran: Perang atau Damai? 
tersebut menyinggung tentang 
negosiasi nuklir Iran dan masa 
depannya.

SBY juga menyinggung tipikal 
kepemimpinan Presiden AS 
Donald Trump dan Pemimpin 
Iran Ali Khamenei yang menu-
rut dia memiliki keunikan.

“Keduanya memiliki ego, 
ambisi dan juga “personal in-
terest”. Trump khawatir kalau 
sampai gagal, reputasi serta 
“legacy” indah yang ingin diraih 
bisa hancur berantakan. Ali 
Khamenei juga khawatir kalau 
sengketa sengit dengan Amerika 
ini, jika nasibnya naas, bisa be-
rakhir dengan pergantian rezim 
dan “he must go”, tulis SBY.

Berarti, ini merupakan “sur-
vival interest” buat pemimpin 
Iran itu,” sebut SBY lagi. 

Berikut isi lengkap ulasan SBY 
tentang potensi perang AS dan 
Iran dari media sosial X:

HARI-HARI YANG 
MENENTUKAN SEJARAH 
AMERIKA DAN IRAN: PERANG 
ATAU DAMAI?

Jenewa kota yang indah, da-

mai dan saat ini hawanya sejuk. 
Namun, jam-jam ini, hari-hari 
mendatang, kota yang penuh 
legenda ini bisa menjadi saksi 
sejarah. Bisa melahirkan sebuah 
“game change” yang berimplika-
si besar pada perkembangan 
dunia. n (Agus)

Keduanya memiliki ego, 
ambisi dan juga “personal 

interest”.

Pupuk Kaltim 
Hantarkan UMKM Lokal 
Tembus Pasar Ekspor

BONTANG |   Harian Merdeka

Sekatup Sari Indonesia, UMKM yang 
dibina oleh PT Pupuk Kalimantan 
Timur (Pupuk Kaltim), berhasil meraih 
penghargaan TOP 50 Koperasi & UKM 
Ekspor Award 2026. Penghargaan ini di-
berikan kepada Sekatup Sari Indonesia 
dalam kategori GREAT untuk sektor 
Food and Beverage & Apparel.

Prestasi ini menandakan bahwa 
Sekatup Sari Indonesia diakui unggul 
dalam tata kelola, daya saing produk, 
serta kapasitas ekspor, khususnya di 
sektor pangan dan produk turunan kre-
atif. Produk unggulan dari UMKM ini 
meliputi herbal teh gaharu dan berb-
agai makanan ringan yang kualitas, cita 
rasa, dan standar kemasannya telah 
terjamin.

Menurut VP TJSL Pupuk Kaltim, 
Rezha Abdillah, keberhasilan ini mem-
buktikan bahwa produk lokal yang 
berbasis potensi daerah memiliki daya 
saing yang kuat jika didukung dengan 
pembinaan yang terarah dan berkelan-
jutan. Capaian ini merupakan hasil dari 
pembinaan komprehensif yang dilaku-
kan Pupuk Kaltim untuk meningkatkan 
daya saing dan kemandirian UMKM 
lokal, terutama di Kota Bontang.

“Pupuk Kaltim memandang pembi-
naan UMKM bukan sebagai program 
sesaat, tapi komitmen jangka panjang 
untuk membangun kemandirian eko-
nomi masyarakat. Dari hal itu, UMKM 
binaan tidak hanya didorong untuk 
produktif di tingkat lokal, tapi juga 
mampu menembus pasar lokal mau-
pun ekspor,” ungkap Rezha dalam ket-
erangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

n (Egi)
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Program Makan Bergizi Gratis 
(MBG) menjadi sorotan setelah 
sebagian anggarannya disebut-
kan bersumber dari pos pen-
didikan dalam APBN. Hal ini 
dianggap bertentangan dengan 
amanah Pasal 31 UUD 1945 yang 
memprioritaskan anggaran pen-
didikan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Koordinator Front Pemuda 
Madura, Syaiful Bahri, menegas-
kan bahwa pendidikan adalah 
fondasi masa depan negara yang 
tidak boleh dianggap sekadar 
angka dalam laporan keuangan.

“Ketika ruang kelas masih 
kekurangan fasilitas, kesejahter-
aan guru belum merata, dan 
kualitas pembelajaran masih 
timpang, pemotongan atau pen-
galihan anggaran pendidikan 
untuk program lain mencer-
minkan kekeliruan prioritas,” 
ujar Syaiful Bahri saat melaku-
kan aksi, Jumat (27/2/2026)

Syaiful Bahri menambahkan 
bahwa konstitusi tidak boleh 
hanya menjadi simbol, semen-
tara arah kebijakan menjauh dari 
substansi. Selain persoalan ang-
garan, di sejumlah daerah juga 

Stop MBG! Kembalikan Dana 
Pendidikan untuk Kesejahteraan Guru

SERANG  | 
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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Serang menyiapkan anggaran seki-
tar Rp48 miliar untuk pembayaran 
insentif Pegawai Pemerintah den-
gan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh 
waktu tenaga pendidik dan kepen-
didikan pada 2026.

Anggaran tersebut bersumber 
dari APBD Kabupaten Serang 
dan dialokasikan untuk pem-
bayaran insentif selama satu ta-
hun penuh.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana, 
mengatakan pembahasan ter-
kait insentif PPPK paruh waktu 
telah mencapai kesepakatan 
antara Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) dan Badan 

Anggaran (Banggar) DPRD 
Kabupaten Serang.

“Sudah ada kesepakatan bersa-
ma. Selanjutnya kami akan mel-
aporkan kepada Bupati Serang 
untuk mendapatkan arahan dan 
persetujuan,” ujar Zaldi, Jumat 27 
Februari 2026.

Ia menjelaskan, jika persetu-
juan dari Bupati Serang sudah di-
peroleh, maka proses pencairan 
insentif dapat dilakukan paling 
cepat pada Rabu pekan depan.

Menurutnya, pencairan me-
merlukan proses administrasi, 
termasuk pembukaan kembali 
Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (SIPD) untuk pergeseran 
anggaran serta penyusunan surat 
pertanggungjawaban (SPJ).

“Terdapat 3.561 PPPK paruh 
waktu tenaga pendidik dan 

kependidikan yang akan meneri-
ma insentif,” jelasnya.

Zaldi menambahkan, total ke-
butuhan anggaran untuk satu 
tahun mencapai Rp48 miliar. 
Namun, pencairan tahap awal 
akan dilakukan untuk dua bulan 

terlebih dahulu, yakni Januari 
dan Februari 2026.“Perhitungan 
ini untuk kebutuhan 12 bulan. 
Sementara yang akan dibayarkan 
dalam waktu dekat adalah untuk 
Januari dan Februari,” pungkas-
nya. n (Egi)

Pemkab Serang Kucurkan Rp48 Miliar untuk Insentif PPPK Paruh Waktu

muncul laporan siswa diduga 
mengalami keracunan setelah 
mengonsumsi menu MBG.

“Ini menjadi peringatan serius 
bahwa pelaksanaan program 
belum sepenuhnya siap dan 
berisiko jika pengawasan le-
mah. Program yang seharusnya 
meningkatkan kualitas generasi 
muda tidak boleh justru memba-
hayakan keselamatan mereka,” 

tegasnya.
Menurut dia, dugaan pemo-

tongan porsi, kualitas makanan 
yang tidak konsisten, hingga 
persoalan distribusi memperte-
gas bahwa MBG membutuhkan 
evaluasi total.

“Sudah saatnya program MBG 
dihentikan atau setidaknya ditin-
jau ulang secara menyeluruh dan 
transparan. Jika benar anggaran 

pendidikan terpotong untuk 
membiayai program ini, maka 
kebijakan tersebut berpotensi 
merugikan kepentingan jangka 
panjang bangsa,” jelasnya.

Front Pemuda Madura juga 
mengajukan sejumlah tuntutan 
kepada Pemerintah Pusat agar 
segera hentikan program MBG 
yang diduga menggerus angga-
ran pendidikan dan mencederai 
amanah konstitusi.

“Kembalikan seluruh anggaran 
pendidikan ke fungsi utamanya 
untuk memperbaiki kualitas 
sekolah, kesejahteraan guru, dan 
fasilitas belajar,” tutur Syaiful.

“melakukan audit total skema 
anggaran serta pengadaan MBG 
agar tidak menjadi ruang keun-
tungan bagi kelompok tertentu; 
serta menolak segala bentuk 
kebijakan yang berpotensi mem-
perkaya oligarki dan memastikan 
uang rakyat digunakan untuk 
kesejahteraan anak bangsa,” 
sambung Syaiful.  

n (Egi)
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Pengusutan dugaan pratik 
lancung proyek publik dan pa-
jak daerah di Kota Tangerang 
serta Kabupaten Tangerang men-
emui titik terang. Sebab Humas 
Perwakilan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Banten, Dayu 
Sandra Uly secara tegas mendu-
kung upaya penegakan hukum 
yang bakal dilakukan Kejati 
Banten.  “Lanjutkan saja per-
juangannya,” ucap Ibu Uly saat 
dikonfirmasi awak media, Jumat 
(27/2/2026). 

Uly mendukung langkah Kejati 
Banten lantaran pihaknya telah 
menemukan sejumlah indikasi 
yang mengkhawatirkan dalam 
pelaksanaan proyek pemerintah 
pada tahun anggaran 2025 hing-
ga tanggal 31 Oktober lalu. 

“Ya kan sudah desak kajati, 
lanjut saja perjuangannya,” te-
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Bareskrim Polri melalui Satgas 
Pemberantasan Pelanggaran 
(Saber) Pangan Nasional terus 
menyisir distribusi kebutuhan 
pokok demi memastikan harga 
tetap stabil, mutu terjaga, dan 
stok aman di tengah masyarakat.

Dalam kurun 5–25 Februari 
2026, Satgas mencatat 28.270 
kegiatan pemantauan di berb-
agai daerah di Indonesia. Ribuan 
sidak tersebut bukan sekadar 
formalitas. Hasilnya, sejumlah 
pelanggaran ditemukan dan 
langsung ditindak, mulai dari 
langkah administratif hingga 
proses hukum.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. 
Syahardiantono selaku Ketua 
Pengarah Satgas menegaskan 
bahwa aparat bersama kement-
erian dan pemangku kepentingan 

daerah mengawasi secara ketat 
distribusi pangan serta potensi 
tindak pidana di sektor tersebut.

“Apabila ditemukan indikasi 
pelanggaran seperti penimbu-
nan, manipulasi distribusi, atau 
praktik curang lainnya, Satgas ti-
dak akan segan-segan menindak 
tegas sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku,” tegasnya, Jumat 
(27/2/2026).

Dari ribuan pengawasan itu, ter-
catat 2.461 pengecekan langsung 
ke distributor dan produsen, 898 
koordinasi pengisian stok kosong, 
serta 350 surat teguran yang di-
layangkan kepada pelaku usaha 
yang melanggar aturan harga 
maupun distribusi.

Tak hanya memantau, Satgas 
juga menguji kualitas. Sebanyak 
35 sampel produk pangan diam-
bil untuk diuji laboratorium guna 
memastikan keamanan konsumsi 
masyarakat. Bahkan, satu izin 

usaha direkomendasikan untuk 
dicabut dan tiga izin edar ditarik 
sebagai bagian dari penegakan 
aturan.

Di sisi pidana, empat perkara 
tengah ditangani aparat di dae-
rah. Mulai dari penyelundupan 
daging ilegal di Kepulauan Riau, 
praktik repacking beras SPHP di 
Nusa Tenggara Barat, produksi mi 
mengandung formalin atau bor-
aks, hingga peredaran makanan 
kedaluwarsa di Jawa Barat.

Satgas Saber Pangan menegas-

kan, pengawasan masif ini ber-
tujuan menjaga rantai distribusi 
tetap lancar, menutup celah pen-
imbunan, sekaligus memastikan 
masyarakat tidak menjadi korban 
permainan harga maupun pan-
gan berbahaya.

Di tengah dinamika pasar, 
aparat memastikan satu pesan te-
gas: kebutuhan pokok bukan ru-
ang untuk spekulasi, melainkan 
hak masyarakat yang harus dijaga 
bersama. 

n (Agus)

Bareskrim Polri Tindak Tegas Pelaku Penimpun dan Distribusi Pangan

Skandal Tangerang: BPK Dukung Kejati Banten 
Sikat Mafia Proyek Perkimtan dan PUPR

gasnya. 
Untuk diketahui, beberapa 

rincian temuan yang diperoleh 
mencakup tiga paket pekerjaan 
di Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman, dan Tata Ruang 
(Perkimtan) di mana proses 
pemilihan penyedia jasa serta 
penetapan pemenang tender 
tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Selain itu, sembilan paket pe-

kerjaan gedung dan bangunan 
publik ternyata tidak sesuai den-
gan spesifikasi yang tercantum 
dalam kontrak, mulai dari kuali-
tas bahan bangunan yang digu-
nakan hingga cakupan pekerjaan 
yang tidak selesai secara penuh. 

Lebih parahnya lagi, sebanyak 
47 paket pekerjaan di sektor jalan 
raya, irigasi, dan jaringan prasa-
rana yang dikelola oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) juga ditemukan 

tidak memenuhi standar kon-
trak, bahkan di beberapa lokasi 
proyek ditemukan pekerjaan 
yang hanya dilakukan sebagian 
atau menggunakan material 
yang tidak memenuhi syarat 
teknis. 

Untuk itu Sekretaris Jenderal 
Matahukum, Mukhsin Nasir, 
secara tegas menuntut Kepala 
Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten 
Maria Erna Elastiyani untuk 
segera melakukan pemeriksaan 
mendalam terhadap semua 
temuan tersebut. 

“Kalau Kejati Banten tidak 
mampu menindaklanjuti dan 
mengusuti temuan BPK di Kota 
Tangerang dan Kabupaten hing-
ga tuntas, maka jabatan Kajati 
harus segera dicopot dari ja-
batannya,” ucap Sekjen Mukhsin 
Nasir melalui keterangan kepada 
awak media, Rabu (24/2/2026). 
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